DUGAAN KORUPSI PENYERTAAN MODAL PDAM LEBAK RP15 MILIAR,
PENGERJAAN PROYEK CUMA RP2,4 MILIAR

Sumber gambar:
https://regional.inews.id/berita/dugaan-korupsi-penyertaan-modal-pdam-lebak-rp15-miliar-pengerjaan-
proyek-cuma-rp24-miliar

Isi Berita:

LEBAK, iNews.id- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak, Banten mengendus dugaan korupsi
dalam penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kepada Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Multatuli atau PDAM Lebak. Saat ini BPKP tengah
mangaudit dugaan tersebut.

Penyalahgunaan wewenang juga diduga terjadi pada penyertaan modal pada 2020 sebesar
Rp15 miliar. Mencuatnya dugaan ini mengejutkan pihak ketiga dalam pengerjaan proyek
intake di PDAM Lebak.

"Klien saya tidak tahu kalau total anggaran penyertaan modal itu Rp15 miliar. Awalnya
pihak PDAM call ke kita (perusahaan) setelah dapat dari internet meminta pertolongan
untuk perbaikan intake secara cepat karena adanya desakan masyarakat soal kondisi air
yang dialirkan kotor," ujar kuasa hukum pihak ketiga dalam pengerjaan proyek intake di
PDAM Lebak, Deolipa saat konferensi pers di salah satu tempat makan di Rangkasbitung,
Rabu (26/6/2024).

Dia menyampaikan, komunikasi kliennya mendapatkan pekerjaan
pemeliharaan/perbaikan pompa di 15 unit dan itu sudah jelas semua berikut dengan
invoice sebesar Rp2,4 miliar lebih.

Kliennya, kata dia kaget ketika memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejari Lebak bahwa
penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk PDAM Lebak sebesar Rp15 miliar.
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"Kita diminta kerja cepat, tidak dibayar duluan. Kita kerjakan nah sekarang tiba-tiba
ramai ada penyimpangan pekerjaan makanya kita aneh sebelah mana yang menyimpang?
Kita pihak swasta hanya diminta untuk perbaikan saja dengan total anggaran yang
digunakan Rp2,4 miliar," ucapnya.
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Catatan:
e Terkait kondisi diatas diatur pada:
a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu,
pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
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pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

1) Hurufe yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Kekayaan Daerah:

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:

a.

Q@ -~ o oo o

tanah Kas Desa;

pasar Desa;

pasar Hewan;

tambatan Perahu;

bangunan Desa;

pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
lain-lain kekayaan milik Desa.”

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a.
b.

g.
h.

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak
ketiga.

barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan
lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.

hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;
hibah  dari  Pemerintah, = Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah
Kabupaten/Kota;

hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan

hasil kerjasama desa.”

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
milik desa.
(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”
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